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TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA s

BUPATI JEMBER, —

-
I/,

: a. bahwa untuk mewujudkan orgamsasf e evintah yang tepat

fungsi, tepat proses dan tepa;t/uf(ur"n, \J Pmatdan kembali

struktur tugas, fungm/pera/ng : ‘ "
e xkah “Strukxnr dan

b. bahwa dalam;a'ng{ m/xH

proses orgam seL[ i déqgafn kunggn/strategxsnv
perl‘u mel y mp rhaqd dan esuaian terhadap
" gj q;cr ng a rah,
<; hWaq Jarhan,pertx a1fgan sebagaimana dimaksud dalam
u\hlflmfla %Llrgf , perlu menetapkan Peraturan Bupati

/ ;Tntang [I%edgdukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
~
J

rta /ata/KerJa Kecamatan Kabupaten Jember;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

w

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan -

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentatig
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan /ﬁfembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor _

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcp&ﬁﬁl;)g:‘,n 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Da/era’h/ scbagplﬁwana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Da}am N,egen Nor or 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri /Da}afn Negen Nomar aj’ﬁqhu.n 2017 Tentang™

Pedoman Nor;wnﬂatur’Per igkat /daerah Prqvinsi~ dan-Daerah
l\abupa;en/’ﬁgurr\\'ang[ | laksanakaq VF‘un)gsr Penunjang

) rmt@aéﬁ .

~]

—

Delan géffﬁggxﬁ'99 Tahun 2019 tentang

) enc.Liahan Perrataan Perangkat Daerah;

" ]Q 'Peratlllraxt] aer h %\ab p/en Jember Nomor 3 Tahun 2016
ient&ng Pe enLukan dan  Susunan Perangkat Daerah

(Lémbaran _Paerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,

L Tapra’han Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

el MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.



w

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangandari Bupati untuk menangani sebagian urusan
Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan
umum.

6. Sekretaris adalah Sekretaris Camat.

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada

Kecamatan.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan -

Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurdgh selaku

perangkat Kecamatan  yang bertan@ngié\\/'@b kepada

~ A~

© o

Camat.

10. Anggaran Pendapatan dan Bel
disingkat APBD adalah AP

4 ]
o cEtHim
e Kz\viil yahan ly wilayah tertentu dalam rangka
__,./’/ lﬁ\ l?ff—#a,‘xlé a sebagian  urusan pemerintahan
yan‘g\/r,ﬂeﬁj‘adi ‘enangan daerah dan urusan pemerintahan
;-‘u m g dilimpahkan  Bupati  sebagai pelaksana urusan

pemetintahan umum.
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi

g penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
/ pemberdayaan masvarakat desa dan kelurahan.

(3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

') Pasal 3

(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :
a. Camat;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
Seksi Pemerintahan;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

Seksi Pelayanan Umum;

Kelurahan; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

T® o0 a0



(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yvang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

(5) Masing-masing Kelurahan dipimpin oleh Lurah vang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi '
Pasal 4 -

//

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a)/m'(l) huruf a
mempunyai tugas : e o

~
g

a. menyelenggaraan urusan pcmc'rmlgha’x;l L,m‘kum‘
b. mengoordinasikan kegmtan pemberdaya masyarakat )
c. mengoordmas;kaﬁ _upaya pe;rfv‘p]enggax,l /kétcgteramawdan

ketertlbﬂn/m , ; L | A \/ N
d. in 5 rapa 'l n/}pcneg,fakan Peraturan
il atj; /,/
'e r i emelih n prasarana dan sarana
eleah g
‘f, \ chgldobrﬂmasﬂgan penyelenggaraan kegiatan
) e;nermt))ar( yvang dilakukan oleh Perangkat Daerah di
ngamman

/,g:'/membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
~ dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan
pemerintahan di wilayah kecamatan;

1. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Camat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;

b. Pelaksdanaan penanganan konflik sosial;

¢. Pelaksanaan pengkoordinasian  pelaksanaan tugas antar
instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;

d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan
pembangunan diwilayah kecamatan;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian

terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah
kecamatan;



. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunarn produk
hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala

desa;
h. pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata
pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa,

pendayagunaan asct desa;

i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan
fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan
desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;

J. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala
desa, merekomendasikan pengangkatan 4 _—~dan
pemberhentian perangkat desa; e

k. pelaksanaan pemberian fasilitasi erré'fépan lokasi
pembangunan kawasan pedesaan;” serta’ ' penyusunan
perencanaan pembangunan p';;hﬁlj:)at} ’ A1

l. pelaksanaan pembenan/f’gl éra ir)(nd antar desa dan
kerja sama desa dcﬁ@y Eh | e

m. pelaksana&n/p m’qenarn l fat,s*l asu /pe/nataan
pemaﬁfé i pend \ifj

_—~desafkel d perm/cg((nng;ta
cﬁesg 'Elu a /L en nhan program dan
eléksa a rhberda masyarakat desa/kelurahan;

n,\peléksar}a ’chyd' asi dengan pendamping desa serta

'4 ﬁelaks{nwmbangunan kawasan perdesaan diwilayah
ecgmﬁtan

o/./p’elaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh

=T Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;

p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di  bidang
peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan

q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam
melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan,
penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah
tangga dan aset, mengkoordinasikaan penyelenggaraan tugas
kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif
kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat, mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja

dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan
tahunan,;



b.

(2)

Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program darn
penyelenggaraan tugas - tugas seksi-seksi dan sub bagian
secara terpadu,;

Pelaksanaan pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub
bagian sesuai tugas dan kewenangannya;,

pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan
kecamatan;

pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan
data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
kegiatan kecamatan,

pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang,
analisa kebutuhan pemeliharaan barang;

pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris.-
dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfadtcm
barang yang dikuasai oleh kecamatan; /./'
pelaksanaan urusan administrasi y/dﬁn }(epegawaian,
penatausahaan keuangan dan barang; penye}eﬁggaraan urusan
rumah tangga dinas; Qr
pengumpulan bahan

g@ngan,\ ] é:ngkatdn kmexjd_ )

I ‘ \ f 1

v/ -

kelfaydafr\gaerah !
g]a\)séa‘ban s pelaksanaan

P _,7" “ Su agian Umum dan Kepegawaian

e Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan

kerumahtanggaan, pengelolaan asset, kepegawaian,

Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh Sekretaris;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan
kearsipan;

c. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat
dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu,
keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta
pelayanan kerumahtanggaan lainnya

d. pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan
informasi;

€. pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan
analisis jabatan di lingkungan Kecamatan;

f.  pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
kebutuhan pemeliharaan barang;



g pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan
kantor ;

h. pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah; dan

i. pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian

lainnya;
J. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.
Paragraf 2 B
Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan e
Keuangan —
Pasal 7 —

(I) Sub Bagian Perencanaan,
mempunyai tugas mengko
penyiapan bahan dan
pelaporan,
pengadmini
tqggs/fém lka 1S+

(2)Unt | i dimaksud pada ayat

dan  Keuangan

eggej laan  data,
perericanaan dan

mpulan bahan dan pengkoordinasian
perencanaan  strategis dan perencanaan
L j/\ “ ta i
/b./’Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
- informasi OPD;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada
system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan
pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan
pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;

f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
dan

g Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian
peényusunan rencana anggaran dan rencana perubahan
anggaran

h. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja
tidak langsung;

i. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada
system informasi keuangan daerah;

J.  pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;



Seksi Pemerintahan
Pemerintahan U

pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban
keuangan;

pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan
pembayaran;

. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian

rekonsilisasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
pelaksanaan  penyiapan bahan monitoring  realisasi
penerimaan dan pengeluaran;

pelaksanaan pengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

pelaksanaan pengkoordinasian dan  penyusunan laporan
keuangan; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan. —
tugas. -

Bagian Ketiga —
Seksi Pemerintah #
& ||

-

daf) fasilitasi kegiatan

politik dalari negeri din Igﬂg\ libdrikan olel Camat.
(2) Untuk metgksans ba’g‘qi,maﬁa imraksud pada ayat
1 51 Peme .
B ( .) lak afl pe dan pembinaan
yele A intahan Umum dan Desa / Kelurahan;
Aa laksa pertanahan  dan
L[f | \pengawasan barang milik daerah yvang menjadi kewenangan
amatan,;
C. pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan
— fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
dan
d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pasal 9

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas
melaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang
diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

(2)

a.

b.

pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan
pembinaan ketentraman dan ketertiban umum,

pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan
penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;

pelaksanaan  penyusunan program  dan  pembinaan
SATLINMAS;

ldksanaan urusan-—



d. pelaksanaan pengkoordinasian  bidang keamanan dan
ketertiban di wilayah kecamatan,;

e. pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga
stabilitas wilayah,;

f. pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan
penggalangan tugas- tugas penanggulangan bencana di
wilayah; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 10

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejah}’gaaﬁ Sosial
mempunyai tugas : L
a. mengkoordinasikan dan mel%lgsemﬁan/' : fp'érencanaan,
pemberdayaan dan peningka;gnpffgisigaﬁ\méé}:arakat;
b. mengkoordinasikan /l‘,.xpégyj_:;sgrﬁgn/ ," ;-, 1 pr\o'gram danr”_ ,
melaksanakan pembinagan [f l;eseiahte{afld ;;so§'1{;11‘,/ kesefx'g_gan,’u_
Beréddanat qugémudegn,péranan

pendidikan dan_ keh/_légga f
e wanita dan etaH r a';”dfri L |V
c.-thelaksan tu s lain t}dib‘e‘rikan oleh Camat.
a

_2) Untik ’rﬁmla,k 33231 a{h tluga’s gaimaria dimaksud pada ayat (1),
P Seksi | Per berdaypanh = Masyarakat dan Kescjahteraan Sosial
— ‘mempunyaifungsi T
a. ‘Re[akséﬁaan ﬁ:ﬁlsunan program dan pemberdayaan kegiatan
’f" A‘,—/:'ei&;nomf’masyara kat;
. l;:/./F’eﬂa/ksanaan penyusunan program dan pengawasan
" kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
/,/"/ c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan
" pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan

pelestarian lingkungan hidup;

e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan

’ perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga,

lembaga keswadayaan masyarakat;

f. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan
kemiskinan di wilayah kecamatan;

g. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan
pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta
keluarga berencana;

h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi
kegiatan kehidupan beragama;

1. Pelaksanaan penyusun program dan pembinaan upaya
peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;

J- pelaksanaanpenyusunan program dan pembinaan kegiatan
pendidikan  dasar, pendidikan informal, kesenian serta
kebudayaan di wilayah kecamatan;



(1)

(1)

(2)

(3)

k. penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial
serta penanganan pengungsi korban bencana;

. pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan
kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;

m. pelaksanaan pengkoordinasikan pelaksanan pemberian
bantuan pemerintah;
n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 11 o

Seksi  Pelayanan Umum mempunyai tugas 'r‘xielaksanakan
urusan pelayanan umum kepada m;.s;fardlgat "di wilayah
kecamatan, pelayanan dasar di bidang admintstrasi, kependudukan
dan pencatatan sipil, rekomendas/pe;mm{ eiaersman sarana
dan prasarana umzam " seﬁa !hsxhtd}l ,k:eglatan ekonomt'
masyarakat scrta}ugas/lam 1 ggj.befikan le Camat’ e

Untuk melakﬁéﬁ an tuga he Lména arRsud pada ayat (1),
ai gngm Pl

beks;/PeTa ‘a [U me
a i R an fﬁl:ﬂranqn mxstra»sf’ kependudukan dan
cqt n pll =
l? pelaksanga}x: pé{nberlaufasxlltasx dan penerbitan rekomendasi
penjman mlavah kecamatan sesuai dengan kewenangan
e yang ada)/

:c’ pelakSanaan pemberian fasilitasi pelayanan  di bidang

e perbankan perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
d. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di  bidang
industri dan usaha kecil; dan

€. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Kelurahan
Pasal 12

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah
selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada
Camat.

Susunan Organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi Kelurahan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB V Py
TATA KERJA T
Pasal 14  —
" 4 [}

_—
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fwfg;nya 'Camar Sekretaris

Camat, Kepala Sub Baglan Kepala Seksi, Lurah dan Kelompok
Jabatan Fungs/onaT \\ayb mgné:‘apkan prmsapkoordmasx mtegrasi

dan smkroms 1 da]am ngkungan masmg ~masingmaupun
fT'
: a;T

jr; am s 1‘ lingkungafi pemerintah daerah
fn \luar,| |$e nntabrtfaerah sesual dengan tugas

- ' E{n 1m¢sng masmg )
— (2) é uap ' ‘pémlmpin ) _satuan organisasi wajib mengawasi

bawahannya masifig - masing dan bila terjadi penyimpangan agar
menga/baﬁangkah - langkah yang diperlukan.

(3) /S,cua/p pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab

-

(4)

(5)

(6)

memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannva.
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



Pasal 15

Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 16

(1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah ‘sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. -

(2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala— Sek& “dan Lurah
diangkat dan diberhentikan oleh B}chm darr?egawm Negeri Sipil
yang memenuhi syarat atas /su} Camat mela§u1 karetans Daerah
sesuai dengan peratuWeW& /g tmdangan

/./-"“"fn v
1L f | A'fAN
| s rws]f[ z au
- | |
| |

\

Camat | Ime k%m )Jab/atan Eselon Il a atau Jabatan
Administrater. ol

(2) §ekrer/ns /fr{pakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan
“Administrator.

(SL/Lurah dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV a atau

-

" Jabatan Pengawas.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV b atau
Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati Jember ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016
Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal & Maret 2021

BUPATI JEMBER,
ttd

Diundangkan di Jember —
pada tanggal & Ncire

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 29
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